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Mengingat: 1.

BUPATI HALMAHERA BARAT
PROPINSI MALUKU UTARA

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BAIAT
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DEBA
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Bahwa dalam rangka penanggulangan dampak wabah Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa, diperlukan optimalisasi

sumberdaya melalui penggunann dana desa;

. Bahwa  sebagai  pelaksanaan  Peraturan  Menteri Desa,

Pembangunan Dacrah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07
Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2022, perlu menetapkan pedoman guna memberikan gambaran

prioritas penggunaan Dana Desa,

.. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentan
I I I 4

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa Tahun

Anggaran 2021.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesin Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan
Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku
Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-
undang Nomor 6 Tahun 2000;

Undang - undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan,
Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan
Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
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Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaliann
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Talian 2000 Noto
5, Tambahan Lembaran Negara Nonior 4355);

Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 feniang Pemetiksann

Pengelolaan dan Tanggung Jawah Keuangan Negarn;
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 (enlang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daernh;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesin ‘Tahun 2014 Nomor 7, Tambahab

Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5405);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintanhan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tahun 2014

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesio

Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana

Perimbangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) Junto Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5717);
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5864);
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erintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolann

Peraturan Pem
donesia Tahuo

Keuangan Daerah ( Lembaran Negati Republik
Tambahan Lembaran Negaa Republil Indonesia

2019 Nomor 42,
Nomor 6322)

publik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021

Peraturan Presiden Re
pdapatan Dan lelanja Nepara tahim

tentang rincian Anggaran Pe
2022

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 fentang
Pedoman Pembangunan Desa {Berita Negasa Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeti Nomor 20 Tahun 2018 tentang

Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentaip

Perubahan Atas Peraturan Mentert Dalam  Negeri Nomor |0
raly

Tahun 2015 tentang Pembentukan roduk Hukum Dae
wal dan

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terting
Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 entaug Penetapan Priovitas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022,

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMR.7/2021 tentang

Pengelolaan Dana Desa ;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 01 Tahun

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanjn  Dacral

Kabupaten Halmahera Barat tahun anggaran 2022 (Lembaran

Dacrah Nomor 1} ;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 0 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perangkat Desa;

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2010
tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 12 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten Halmahera Barat.
Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor LA Tahun 2021
tentang Pengelolaan keuangan Desa,

Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 02 Tahun 2022
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 ( Berita Dacrah Kabupaten Halmahera
Barat Nomor2 ),
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MEMUTUSKAN
PERATURAN BUPATE TENTANG PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DISSA

TAHUN 202

BAL

RETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Permturan Bupati ini, vang dimaksud dengan :

Desa adalah Desa dan Desa adat atau vang disebut dengan nama lain yang
selanjutnva disebut Desa adalah kesntuanmasyarakat hukum yang, maemiliki
hatas wilavah vang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan,  kepentingan  masyarakat setempat  berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul, dan/atauhak tradisional yang dinkui dan di
hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja dacrah kabupaten /kota dan digunakan untuk
membiavai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan  pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan
warisan vang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa
sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa,
mampu dan efektif dijalankan oleh Desa, atau yang muncul karena
perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa.

Musvawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya
disebut Musvawarah Desa adalah musyawarah antara badan
permusyawaratan Desa, pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh badan permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal
vang bersifat strategis.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil
Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
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sebut APH Desa

Yoggaran Peadapatan dan Belanja Desa vang sclanjutnya di
pialah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
Prortas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan
vamg didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lninnyn untuk
dibuayai dengan Dana Desa.

wdas Karve Tunai Desa adalah kegiatan pemberday.
marginal, vang bersifat produktif dengan
knologi lokal

aan masyarakat Desa,

‘9

v

khususnva vang miskin dan
mengutamakan pemanfaatan sumber dava, tenaga kerja, dan te
snruk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan,

ningkatkan kesejahteraan rakyat.

darn menT
COVID-19 adalzh bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam

yEilu COVID 19) yang mengancam dan

mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, schingga
serta dampak  sosial,

Pandemi
Coronz Virus Disease 2019 (

P ]

mengaxibatkan korban jiwa manusia
slemioeni, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.

/ID-19 adalah kondisi kehidupan Desa yang tetap produktit di

tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol

an masker, menjaga jarak fisik, dan cucl tangan

wesehatan dengan menggunak

dengan sabun dan air mengalir.
Suntuan Langsung Tunai Dana Desa adalah kegiatan pemberian bantuan

langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga

penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui

musyawarzh Desa.
tuk percepatan

. SiXrs Desa adalah upaya terpﬁdu Pembangunan Desa un

pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dipindai dengan CamScanner



izl vang direkrut oleh

20, Tenagn Pendamuping Profesional adalsh tenags profesionsl van

21

22

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerimtahan 9) belang Desa,
pembangunan  daeral  tertinggal,  dan Uansmagrasi vang  benuges
pendampngan di tingkat Desa, kecurnatan, kabupasten dan provins

Kementerian  adalah  kememerian yang  menvelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pembangunan desa dan perdesasn, pemberdasaan

o4

masvatakal desa, pereepatan pembangunan deetah tertinggal, transmigras
Menteri adalah menteri yvang menyelenggarakan urusan pemernntahan d
bidang pembangunan desa dan perdesann, pemberdaviaan masyvarakst desa,

percepatan pembangunan dacrah tertinggal, Uansangras
Pasal 2

Peraturan Bupati i mengatur

a. Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 Di Lingkup Pemerintalh
Kabupaten Halmahera Barat ; dan.
b Pedoman umum Pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022.

Pasal 3

{1} Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebsgaimana
dimaksud dalam Pasal 2 huruf a untuk memberni acuan bagi:

2. Pemerintah Daerah Kabupaten , dan Pemerintzh Desa dalam
melaksanakan kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara
dalam rangka menghadapi ancaman vang membahavakan sisiem
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan:

b. Pemerintah Daerah kabupaten dalam pemantauan, evaluasi
pendampingan masvarakat Desa, pembinaan. dan fasilitasi Prioritas
Penggunaan Dana Desa;

c. Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemeriniah Desa dalam
memfasilitasi penvelenggaraan Kewenangan Desz Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa serta monitoring
dan evaluasi status perkembangan Desa; dan

d. Pemerintah Desa dalam menetapkan Prioritas Penggunaan Dana
Desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan Desa.

{2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disusun berdasarkan prinsip:
#. kemanusiaan;
b. keadilan;
c. kebhinekaan;
d. keseimbangan alam: dan
e. kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa.
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(3) Pengaturan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 sebagaimana
dimaksud ada ayat (1) terdiri atas:
a. Prioritas Penggunaan Dana Desa;
b. penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
¢. publikasi dan pelaporan; dan

d. pembinaan,

Pasal 4

(1) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa  Tahun 2022
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dimaksudkan untuk
memberikan arahan dalam pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa
Tahun 2022,

(2) Pedoman umum pelaksanaan penggunaan Dana Desa Tahun 2022
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB 11
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 5

(1) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (3) huruf a diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan

Desa.
(2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian

SDGs Desa melalui:

a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan

c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam  sesuai

kewenangan Desa.

Pasal 6

(1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai
kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a

diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

a. penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan Desa tanpa
kemiskinan;

b. pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan
badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk

pertumbuhan ekonomi Desa merata; dan

Dipindai dengan CamScanner



¢ Pembanguian dane peig@embangan usaba elonoint  produktit yang
duntantahan dikelnia adan nsaha ik Dyesa hadan vsabin milile Dean
ICEAREY SEk sew i kan lonsmt dan produkst Desa sidan

Tk ingan

NOIGTHRRART DAna Desa wntnk proagram printitas nastonal sesuni kewennngan
P sebagamang dinakaid datam Pasal & avat (2 haat b diprioritaskan

WINPT B0 Dosa

A pendataan Desa, pemetaan potenst dan sumber dava, dan pengelolann
ehnoiont  imtormast dan komunikast sebagal upava memperlias
1-'.“'.1\1}\‘.‘.:1\\ wntuk pembangunan Desag

Dopengembangan Desag wizata untuk pertumbuhian ekonomi Desa merata;

oo eiatan ketahanan pangan nabati dan hewani untuk mewujudkan
Dasa tanpa Relapainy

doopenesaban stuniing untuk mewnjudkan Desa sehat dan sejahitera;
Jdan

¢ Papembangan Desa inklusit untuk - meningkatkan - keterlibatan

masyamkat secarm menveluruh dalam pembanpgunan Desa,

G Pemaaninaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan Bencana Alam dan
Notalam sesual dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam

Pasal S avat (2) harat' e dipriovitaskan untuk pencapainn SDGs Desa:

a. mitigasi dan penanganan bencana alanyg

b, mitigast dan penanganan bencana nonalam; dan

g

mewjudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai
Dana Desay

4) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana  dimaksud pada avat (3)
hurui ¢ wajib dianggarkan oleh Pemerintah Desa dan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

{8} Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sebagaimana dimaksud pada avat (4

diberikan kepada keluarga Penerima Manfaat yang paling sedikit memenuhi
Kriteria sebagai berikut ;

a. Reluarga Miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang
bersangkutan
b. Tidak termasuk  penerima bantuan  program Keluargn  Harapan

(PKH),Kartu sembako, Kartu Pra Kerja Bantuan Sosial Tunai dan
Bantuan Sosial pemerintah lainnya |
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{6) Calon Keluarga Penerima Manfaat scbagaimana dimaksud pada ayat (5)
dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa Khusus dan dituangkan
dalam Dberita acara ;

(7) Dalam hal Keluarga Penerima Manfaat Bantuan langsung Tunai Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat(4) merupakan Petani, maka BLT Dana Desa
Dapat digunakan untuk Kebutuhan pembelian pupuk ;

(8) Rincian keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa Berdasarkan Berita
cara Musyawarah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat(6);

(9) Pendataan Keluarga penerima Manfaat BLT Dana Desa scbagaimana
dimaksud ayat (4) Mempertimbangkan Data Terpadu kesejahteraan Sosial
(DTKS) di kementrian Sosial ;

(10) Pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) sitetapkan sebesar
Rp. 300.000 ( Tiga Ratus Ribu Rupiah) per keluarga penerima Manfaat per
bulan dibayarka setinp Bulan dan / atau Per tiga Bulan Terhitung Mulai

Bulan Januari ;

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 7

(1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah
Desa penvusunan RKP Desa.

(2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan
kcsc;ﬁikutml mengenai  Prioritas  Penggunaan Dana Desa yang
dituangkan dalam berita acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman
Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur
mengenai RKP Desa.

(4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan
pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan

dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan
sumber daya lokal Desa.

(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan
menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
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(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

)

(1

(2)

Pendannan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaknud pada ayat
(2) dinlokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh
persen) dari dana kegintan Pacat Knrya Tunai Desa,

Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas

masyarnkat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja

sama antar-Desa,
Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sehagaimana dimaksud

pada ayat (4) dilaksanakan sesuai  dengan  ketentuan  peraturan

perundang-undangan,

Pasal 9

Pclaksanaan  program  dan/atau  kegiatan melalui  swakelola

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan dengan
cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak
ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara desa dengan
kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui
swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penctapan Prioritas Penggunaan

Dana Desa.
Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan cara:

terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan
Dana Desa;

menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;

memastikan prioritas penggunaan Dana Desa  ditetapkan dalam
dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan

ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam

penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 11

Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

disusun berdasarkan:

a. hasil pendataan SDGs Desa oleh Desa;

b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan

c.

aspirasi masyarakat Desa.
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(3)

(1)

(2)

(3)

(1).

(2).

(3)

(1)

(2)

pa

3)

R

RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 12

Pengembangan  Kegiatan  diluar  Prioritas  Penggunaan Dana Desa
dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Desa tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa |

Dalam Hal Desa belum menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
maka Desa dapat mempedomani Peraturan Bupali tentang Kewenangan
Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

Kegiatan diluar Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud
pada Ayat (1) diatas, tidak diperkenankan untuk Pembangunan Kantor

Kepala Desa, Balai Desa dan Rumah Ibadah ;

BAB IV
) PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi
Pasal 13

Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan

ana Desa,

Publikasi sebagnimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Hasil Musvawarah Desa; dan

b. Data Desa, petn potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen
RPJM Desa, dokumen RKP Desa, Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan
dokumen APB Desa

Publikasi APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling

sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran,

Pasal 14

Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan di ruang
publik yang mudah diakses oleh masyarakat Desa,

Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara
switkelola dan partisipatif.

Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penctapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau

tertulis.,
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Bagian kedua

Pelaporan
Pasal 15

Kepala Desa menyampaikan laporan penctapan Prioritas Penggunaan
Dana Desa kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.

Laporan schagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan
dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa
yang disediakan oleh Kementerian.

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan melalui sosialisasi, pemantauan, dan
evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan
kepada Perangkat Daerah dan/atau camat.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh
Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa

dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata kelola keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai pengelolaan

keuangan Desa.

e A i E— e
B e
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BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setinp orang mengetahuinya, memerintnhkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Dacrah Kabupaten Halmahera Barat,

Pojabat | Paraf

Sekretaris Daerah

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 25 Jenvor 2022
BUPATI HAL ERA BARAT,

Umum

mﬁapnln DPMPD

Kabag.Hukum &

Organisasi JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 2§ Januon 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAH ABD. RADJAK
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 WNowoar \5

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

JASON K. LALOMO, SH, LL.M
Pembina IV/a
NIP. 19730128 200604 1 009
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LAMPIRAN  : PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR y 15 TAHUN 2022

TENTANG  : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2010 (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan
kerugian material vang semakin besar, sehingga berimplikast pada aspek sosal,
ekonomi, dan keseiahteraan masvarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 telah
diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap
Covid 19, Padat Kanva Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.
Selanjutma, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ckonomi di
Desa, peogounaan Dana Desa Tahun 2022 juga difokuskan untuk membiavai Desa
Aman COVID-19 dan Padat RKarya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekononii
Diesa melalui badan usaha milik desa. Penggunann Dana Desa Tahun 2022 tetap
diarahkan pads jaring pengaman sosul, Desa Aman COVID- 19 dan pemulihan
ekotomi nasional vang mencakup sekror strategis nasional, Sektor strategls nasional
antara lam meliput komunikas:, pariwisats, pencegahan stunting, Desa inklusif,

dan mitigaw dan penanganan bencana.

B Tujuan

1 Mesntwrihan arnh Prooctas Penggunaan Dana Desa Tabhun 2022 untuk
prouldan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan mitignsi
dan peoanganan bencana alom dan novnalam untuk mendukung

procapaian SUGs Desa,

Ry

Mengatur  Friocttas Peogguraan Danna Desa,  Penetapan Prioritas
Penggunaan Dana Desa, publidaisi dan pelapornn, serta pembinaap,

pemantavan, dan evaluast Prioritas Penggunaan Dana Desa,

C. Prinsip: Prinsip

Prioritas Penggunaan Dana Desa didasaskan pada prinsip:
I Kemanusiaan adalah peogutarcaan hak hak dasar, harkat dan martahat

manusa;

b

Keadlan adalah perogutamaan pemenuhan hak dan kepentingan
1 Selurub warga Desa tanpa membeda bedakan,

Kebhinekaan adalah pengakuan dan pengharmatun terhadap

5 Kranekamgaman budays dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesaleban
sl berdasarkan nilal-nilad kemanusiaan universal,

& Kenseimbangan atam adalah peagutamaan perawatsn bumi yiang lestird

untuk kebvelanjutan kehkbupan manusia, dan
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7. Kebijakan strategis nasional berbasis kewenangan Desa  sebagalmana
tertuang didalam Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022 dengan tetap

memperhatikan kewenangan Desa.

BAR I
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DIESA

A, SDGs Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa  tujuan pembangunan  Desa
adalah meningkatkan kesejahternan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia
serta penanggpulangan  kemiskinan  melalui pemenuhan  kebutuhan  dasar,
pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal,
serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang
dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan
kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuban kebutuban generasi
Desa di masa dcpan.'

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan
oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk
mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa
sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan, dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah perempuan
SDGs Desa5; keterlibatan perempuan Desa.
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tidak

7. Desa berjejoving

SO Desa 17 eemitrnan watule pembatggannn Dean
8, Desi tanggap hudayva

A0Ga Desa 160 Desa damad heckeadilong dan

QDO Desa 18 kelembagnan desn dinamis dan bodnyan desn adaptif,

Upayi pencapainn SDCGs Dean datvny sitaast din lond st Pandemi COVIEY (4

mudah,  knrena fn pemgaunnan Danne Dena 20020 dipatorftnakas antk

membiayai kegintan yang mendukung pencapainn SO Deans yahg hethdtn

dengan kegintan pemulihan ekonomi — nastonal program priovitan nesdonal; dan

mitipasi dan penanganunn beneann alam dan

noualan,

13,

Pemuliban Bkopomi Nasional Sesual Kewenangan Desn

Priotitas Penggunaan Dana Desa untuk pemutliban ekonomt nnsional nesunl

kewenangan Desa meliputi:

d.

Penangeulangan kemiskinan, untuk mewajudkan Desa tanpa kemiskinan,

MY

melalui

a. Penurunan beban pengeluatan antarn lain pembetian bantuan souinl
berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemberian jnminan noxinl
masyarakal miskin, usia lanjut, dilabel.  peningkaton pendapatan
antara Inin pemberdaynan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM),
pengembangan ckonomi lokal, penyedinan akses  pekerjaan/Padat
Karya Tunai Desa,

b, Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan denpan
meningkatkan/mendekatkan  akses  layanan  dasar  yang  sesund
kewenangan  Desa  antwa  lain membangun/mengembangkan - P'os
Pelayanan  Terpadu  (Posyandu), Pos Keschatan Deso (Poskesdes),
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), meningkatkan konektivitas antar
wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, jalan usaha tand,
jembatan sesuai kewenangan Desa,

Pembentukan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolann badan

usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewnjodkan

ckonomi Desa tumbuh  merata, meneakup

. Pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
b.

Penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa

bersama;

. Penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersnma; dan

Pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atan badan usahn milik
Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan
produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan  perdesaan,

antara lain:

(e
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¢,

3.

1) Pengelolaan hulan Desag

2) Pengelolaan hutan adat;

3) Pengelolann air minum;

1) Pengelolaan pariwisatn Desia;

5) Pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);

0) Pengelolaan wisata hutan mangrove (tracking, jelajah mangrove
dan wisata edukasi),

7) Pelatihon sentrie pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;

8) Pelatihan pembenihan ikan;

0) Pelatiban usaha pemasaran dan distribusi produak perikanan;
dan

10) Pengelolann sampah,

Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan

peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha milik Desa bersama yang  sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam Musyawarah Desa.

Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif :

a.

Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan vang
difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk

unggulan Desa dan/atau perdesaan;

bidang jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan vang
difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan
Desa dan/atau perdesaan;

Bidang sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau
perdesaan;

Pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial:
Pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan; dan

Kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi
produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan dalam Musyawarah Desa.

C. Program Prioritas Nasional Sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional

sesuai kewenangan Desa meliputi:

1. Pendataan Desa

a. Pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;

b. Pendataan pada tingkat rukun tetangga;

c. Pendataan pada tingkat keluarga;

d. Pemutakhiran data desa termasuk data kemiskinan; dan

e. Pendataan desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan desa

dan diputuskan dalam musyawarah desa.

T o
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2. Pemetann potensi dan sumber dava pembangunan desa

A, Penyvusunan peta potensi dan sumber dava pembangunan
Desa,

b Pemutakhiran peta potenst dan sumber dava pembangunan
Desag

o Pemetaan potenst dan sumber daya pembangunan Desa lainnya
vang sesuat kewenangan Desa dan diputuskan dalam
Musvawarh Desa.

3. Pengelolaan teknologt informasi dan komunikasi

a. Pengelolaan sistem informasi Desa berbasis aplikast digital vang
disediakan oleh Pemerintah;
b Penyvedinan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digial; dan

Pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi

Le)

berbasis aplikasi digital meliputi:
1. Tower untuk jaringan internet;
2. Pengadaan komputer;
3. Smartphone; dan
4. Langganan internet.
d. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi lainnya sesuai

dengan kewenangan Desa vang diputuskan dalam Musyawarah Desa.

4. Pengembangan Desa wisata

a. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan
sarana dan prasarana Desa wisata;

b. Promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan
berbasis digital;

¢. Pelatihan pengelolaan Desa wisata;

d. Pengelolaan Desa wisata;

e. Kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan
f. Pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musywarah Desa

5. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani

a. Pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan,
peternakan dan/atau perikanan ;

b. Pembangunan lumbung pangan Desa;

¢. Pengolahan pasca panen; dan

d. Penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan

kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
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6. Pencegahan stunting di Desa

.

Pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa

dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development

Worker (¢-HHDW),
b, Tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui

rumah Desa sehat;

Peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi da pengasuhan

"
nanax

melalun kegiatan:

1) Keschatan ibu dan anak;

2) Konseling gizi;

3) Air bersih dan sanitasi;

4) Perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan
menvusui  serta  balita terhadap jaminan kesehatan dan
administrasi kependudukan;

5) Pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKE},

6) Upaya pencegahan perkawinan anak;

7) Pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas
Desa untuk pembangunan Kandang, Kolzam dan Kebun (3K}
dalam rangka penyediaan makanzn yang sehat dan bergizi
untuk ibu hamil, balita dan anak sekolan.

8) Peningkatan kapasitas bagi Kader Pembangunz Mazanu
(KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anax UsZ
Dini (PAUD); dan

9) Pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Mazanusiz
(KPM), kader posyandu dan pendidik pada Pendidixan Anzk
Usia Dini (PAUD) yang menjadi kewenangan Desa:

§

7. Pengembangan Desa inklusif

a.

Kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan
vaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat
terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, [keiompok
masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnva:
Penvelenggaraan forum warga untuk penvusunan usuian
kelompok marginal dan rentan;

Pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan reniam
Penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearian lokai untuk
membentuk kesalehan sosial di Desa; dan

Kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif vang sesux
dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah
Desa. ;
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D. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan

kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk mitigasi dan

penanganan bencana alam dan nonalam meliputi:

1. Mitigasi dan penanganan bencana alam Pengadaan, pembangunan,

pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana sarana prasarana

penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya sesuai

dengan kewenangan Desa yang antara lain :

a.

&

= N R W

Pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;

Alat Pemadam Api Ringan (APAR) di Desa

P3K untuk bencana;

Pembangunan jalan evakuasi;

Penyediaan penunjuk jalur evakuasi;

Kegiatan tanggap darurat bencana alam,

Penyediaan tempat pengungsian;

pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
Rehabilitasi dan rckonstruksi lingkungan perumahan yangterkena
bencana alam; dan

Sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa .

2. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam

a. Desa Aman COVID
1) Penggunaan Dana Desa untuk mendukung aksi Desa Aman

COVID-19 antara lain :

a) Membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga
Desa yang telah ada;

b) Sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan
penerapan secara ketat protokol kesehatan;

¢) Pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arnhan Satgas
COVID-19 Kabupaten/Kota bagi warga kurang mampu,
serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam
musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;

d) Menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan
pembersih tangan (hand sanitizer);

e) Melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai
keperluan;

f) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar
sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;

g) Memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu
yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah

dan/atau ruang isolasi Desa;
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h) Melakukan monitoring dan evaluani accama atin daiy

2)

mielaporkannnys  kepada - Hatnan Tagas Pennngannn
COVID. 19 Dacralyy dan

Mendukung  operasional  tugas Relawnn Dean o Amnn
CcCOVIDI9,

Relawan Desa Aman COVID- 19

Relawan Desa aman COVID- 19 dengnn stedetur aehagni

herilut:

3)

4)

n) Ketuat kepaln Denn
) Wakil: ketun badan permunynwaintan Desu
¢) Angpeoln;
s Verangkat Denn;
e Angpotn Badan Permunyawnradon Denn (111D)
o Kepala dusun atnu yang, nelnrn,
e Ketun rukun wargn,
«  Ketun rulkun tetnnpggn;
o Pendamping lokal Detng
e Pendnmping Program Keluarga Havapan (K1),
o Pendamping Deaa sehnd;
o Pendamping lninya yong berdomisili di Denn;
o Bidan Denn;
e Tokoh ngamman,
e Tokoh adnt;
o Tokoh masynrakat;
e Knrang tarunn,
e Pemberdanyann Kenejnhternnn  Keluargn (PKIK)
dlan
o Kader Pemberdaynnn Masynrakat Denn (KPMD).
Mitra;
a)  Bhayangkam — pembina kemmanan  dan
ketertiban manyarakat (Bablnkamibman),
b)  Bintara pembing Desa (Babinasa); dan
¢)  Pendampling Desa,

Tugns relawan Desn aman COVID- 149

n) Melakukan edukasi  dan sonlalisanl - lentang
adaptasi  kebinsann haru il dean untuk
berdiniplin - menjnlankan  profokol  keschainn
yaitu: memakal masker, menjaga jnrak, meneuel
tangon  membatant mobilitan stov pergerakan
penduduk dan menghindort kerumunnn,

b) Mendata penduduk rentan sakit, nepertl orang

tun, balitn, serta orang yang memilikl penynkit
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menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis
lainnya, serta mendata keluarga yang berhak
mendapat  manfaat  atas  berbagai kebijakan
terkait  jaring pengamanan sosial  dari
pemerintah pusat maupun daerah, baik yang
telah maupun yang belum menerima; dan

¢} Melakukan  penyemprotan  disinfektan  jika
iperlukan,menyediakan  tempat  cuci  tangan
dan/atau  cairan  pembersih  tangan  (hand
sanitizer) di tempat umum.

d) Menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi
desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika
dibutuhkan

¢) Menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini,
perlindungan, serta pencegahan penyebaran
wabah dan penularan corona virus discase
(covid-19);

{) Memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga
kurang mampu yang sedang melaksanakan
isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi
desa; dan

g) Menyediakan informasi penting terkait dengan
penanganan covid-19 seperti nomor telepon
rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulan,

dan lain-lain;

. Bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan

diputuskan melalui musyawarah Desa,

BAB III
PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

. Kewenangan Desa

1.

Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan berdasarkan peraturan
Desa mengatur mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-
Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dalam hal Desa tidak memiliki peraturan Desa yang mengatur
mengenai Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa, dasar penentuan Prioritas
Penggunaan Dana Desa adalah peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 12 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan
Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Dipindai dengan CamScanner



11}

sSwinhelola

Proprant dan/oton keglation yang dibloyod dengan Dang Desa hinras
dilaksanakan secprn swakeloln oleh Desin sesund ketenluan Peranlursn
Mentert Desa Pembangunan Daerale "Tertogginl  dan “Teansimlpras
Nowor 21 Talan 2020 tendang Pedoman Umuin Pembonganonn Dess
divn Pemberdayvann Masyanrakat Desin,

Desa dadam welakannnkan swakeloln penggunann Dana Desa dapal
melakukan pengadann bavang dan jasn sesund ketentuan peraturan
perundang undangan tentang pengadann barang dan josa di Desa,
Kegintan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai
Danne Desn dilaksanakan secarn swakeloln oleh Desa atan badan
Kevjusama antar Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikerjakan

oleh penyedia bavang/ jasa,

o Padat Kavva Tunal Desa

L

“u
% 4

-+

o

U E S ——

Penggunaan Dana Desa dintamakan untuk dilaksanakan dengan pola
Pekevin  dipriovitaskan — bagi  penganggur,  sctengah  penganggur
JPerempunn Kepala kelunrga (PIEKKA), anggota keluarga miskin, serta
anggota masynrakat marginal lninnyan;

Besaran anggaran upah kegja paling sedikit 50% (lima puluh persen)
dari total biaya per kegiatan yang dilakukan menggunakan pola PKTD;
Pembayaran upah kerja diberikan setiap hari;

Pelaksanaan kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dikelola dengan
menerapkan protokol kesehatan untuk menjaga para pekerja dari
COVID-19, meliputi: menggunakan masker, menerapkan jarak aman
antara satu pekerja dengan pekerja lainnya minimum 2 (dua) meter,
dan warga Desa yang sakit dilarang ikut bekerja di PKTD; dan

Jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) meliputi antara lain:

a. Pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan

1) Pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman
pangan dan perkebunan;
2) Pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman
sayuran dan lain-lain; dan
3) Penanaman tumpang sari tanaman pokok dilahan lahan
perkebunan.
b. Wisata Desa

1) Kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2). Kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha
milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;
dan

3) Membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-

lokasi wisata.
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d.

c.

Perdagangan logistik pangan

1)
2)

3)

4)

Pemeliharaan bangunan pasar;

Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa  bersama berperan sebagai aggregator untuk
membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar
yang lebih luas;

Badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik
Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan
pengusaha kecil untuk melakukan produksi; dan
Tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada

produksi yanG menguntungkan di Desa.

Perikanan

1) Pemasangan atau perawatan karamba bersama;

2) Bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha
milik desa dan/atau badan usaha milik desa bersama;
dan

3) Membersihkan tempat pelelangan ikan (tpi) dan tempat
penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik
desa dan/atau badan usaha milik desa bersama.

peternakan

1) Membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) Penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil
yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan
usaha milik Desa bersama; dan

3) Kerjn sama badan usaha milik Desa dan/atau badan

usaha  milik  Desa  bersama  dan  pelernak  dalam

pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.

industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan

1)

2)

Perawatan  gudang milik badan wusaha milik Desa
dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

Perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik
Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan
Penyewaan gudang sccara murah yang sebagian dibayar

melalui dana Desa.
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D. Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa

F.

Penentuan Prioritns  Penggunann Dana Desa  dilakukan  melalui

penilainn terhadap daftar program/kegiatan  pembangunan Desa untuk
difokuskan pada upaya pemulihan ckonomi nasional, program prioritas
nasional, dan mitigasi dan penanganan beneana alam dan nonalam vang
mendukung SDGs Desa, Hal-hal yang  diperhatikan dalam penentuan

Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

Berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang nda
di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat
Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa,
schingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;

Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak
melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa
(PK'TD);

Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan
secara swakelola dengan menggunakan sumber daya yang ada di Desa;
Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan
adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan

Program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara
Partisipatif, transparan dan akuntabel.

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa harus merujuk
kepada data masalah dan potensi Desa sebagaimana hasil
pemutakhiran data berbasis SDGs Desa yang sudah dimasukkan ke
dalam Sistem Informasi Desa (SID).Dalam hal SID belum bisa
dimanfaatkan secara optimal karena dalam proses transisi, maka dapat

menggunakan data IDM yang dimiliki oleh Desa.

Pengembangan kegiatan di luar Prioritas Penggunaan Dana Desa
Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 diprioritaskan untuk
menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang, maka pembangunan kantor kepala

Desa, balai Desa dan/atau tempat ibadah tidak diperbolehkan.

Tahapan Perencanaan Penggunaan Dana Desa

1. Keterbukaan informasi pembangunan Desa Desa
menginformasikan secara terbuka kepada masyarakat Desa hal-
hal sebagai berikut:
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a. Dala  Desa  serta  peta  potensi  dan sumber  daya
pembangunan Desa;

h. Dokumen RPJMDesa;

¢. Program/proyck masuk Desa;

d. Besaran anggaran  Desa  dan  sumber  pembiayaan
pembangunan Desa; dan

¢. Kebijakan  Prioritas  Penggunaan  Dana - Desa untuk
pemulihan  ekonomi nasional, program prioritas nasional,
dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam

yang mendukung SDGs Desa,

2. Musyawarah dusun/kelompok

a. Warga Desa mendiskusikan rencana Prioritns
Penggunaan Dana Desa berdasarkan data dan informasi
yang diberikan oleh Desa melalui berbagai forum diskusi.

b. Tim penyusunan RPJMDesa atau tim penyusunan RKP
Desa menyelenggarakan musyawarah dusun /kelompok
untuk mendiskusikan rencana Prioritas Penggunaan Dana
Desa.

c¢. Masyarakat Desa merumuskan usulan program dan
kegiatan yang diprioritaskan untuk didanai dengan Dana
Desa; dan

d. Hasil Musyawarah dusun/kelompok menjadi usulan

warga dalam Musyawarah Desa.

3. Musyawarah Desa

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam
Musyawarah Desa. Masyarakat Desa wajib mengawal usulanPrioritas Penggunaan
Dana Desa agar dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa. Berita acara
Musyawarah Desa menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMDesa, RKP
Desa, dan APB Desa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

A. Publikasi

Prioritas Penggunaan Dana Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa
kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa vang
dilakukan secara swakelola dan partisipatif dengan melibatkan peran serta

masyarakat Desa. Sarana publikasi Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat
dilakukan melalui:

1. Baliho;

2. Papan informasi desa;
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3. Media elektronik;

4. Media cetak;

5. Media sosial;

6. Website desa;

7. Selebaran (leaflet);

8. Pengeras suara di ruang publik; dan

0. Media lainnya sesuai dengan kondisi di desa.

B. Pelaporan

1. Pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa dapat dikelola dengan
mengggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi.

2. Bagi Desa-Desa yang tidak memiliki akses internet sehingga tidak
dapat menggunakan aplikasi sistem informasi Desa secara online,
dapat melakukan pelaporan Prioritas Penggunaan Dana Desa

secara offline dengan difasilitasi oleh Tenaga Pendamping

Profesional.
BAB V
PEMBINAAN
A. Pembinaan, pemantauan dan evaluasi Prioritas Penggunaan Dana

Desa dapat dilaksanakan dengan menerapkan pendekatan digital vaitu
menggunakan aplikasi sistem informasi Desa yang disediakan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

B. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah
kabupaten/kota mengendalikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2022 secara berjenjang dengan memberikan arahan
pembinaan kepada Desa.

C. Kepala Desa memberikan tanggapan dan informasi balik kepada
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah provinsi, dan
Pemerintah Pusat.

D. Masyarakat Desa berhak menyampaikan pengaduan kepada
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
serta Kantor Staf Presiden (KSP), sebagai berikut:

1. Layanan telepon 1500040

2. Layanan SMS Center : 087788990040, 081288990040

3. Layanan Whatsapp 087788990040

4. Layanan PPID : Biro yang membidangi Hubungan Masyarakat

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi
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5. Layanan Sosial Media :
a. @Kemendesa (twitter);
b. Kemendesa. 1 (facebook);
c. kemendesaPDTT (instagram);
d. sipemandu.kemendesa.go.id; dan
e. website http: www.lapor.go.id (LAPOR Kantor Staf
Presiden KSP).

E. Masyarakat Desa juga berhak menyampaikan pengaduan kepada
Bupati Halmahera Barat Cq. Kepala DPMD Kabupaten Halmahera
Barat), sebagai berikut:

1. Layanan Whatsapp 081212560010
2. Layanan Email : halbardpmpd@gmail.com

Pejabat P?raf Ditetapkan di Jailolo

Sekretaris Daerah Pada tanggal 25 Ja™a™ 9029

Ass.Bid. Pem, Adm & BUPATI HALMAHERA BARAT,

Umum

Kabag.Hukum &;

Organisasi

b@
Kepala DPMPD c.::%_:
/%

JAMES UANG

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal 26 Janvarnt 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

M. SYAH ABD. RADJAK
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NOWOR 15

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

JASON K. LALOMO, SH, LL.M
Pémbina 1V/a
NIP. 19730128 200604 1 009
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